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Penulis

ALBAR KADIR
NIM : H11.16.261
ABSTRAK 

ALBAR KADIR NIM : H.11.16.261 Judul : Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indoneisia. Dibimbing oleh Ibu Yeti S. Hasan selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham selaku Pembimbing II.
Tujuan penelitian ini adalah : (1).  Untuk mengetahui bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden dalam perspektif hukum pidana, (2). Untuk mengetahui implikasi dari aturan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden melalui media sosial.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada KUHP dikatakan bahwa penghinaan trehadap presiden tersebut ada dua bentuk yakni secara lisan maupun tertulis yang dilakukan dengan sengaja dihadapan umum. (2) Implikasi dari aturan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden yaitu berkurangnya kasus-kasus penghinaan melalui media sosial, baik itu penghinaan terhadap pejabat negara maupun sesama masyarakat pengguna media sosial..

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Perlu adanya sosialisai dalam upaya pencegahan, pendidikan, Penindakan. terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden melalui media sosial. (2) perbuatan pidana ini seharusnya ditindak dengan pidana yang lebih berat dari ancaman yang tercantum dalam Undang-undang tersebut diatas dan diharapkan agar dalam menjalankan proses pemidanaan, pemenuhan unsur dalam pasal-pasal tidak memakan waktu yang cukup lama lagi 

Kata Kunci : Penghinaan, Pencemaran nama baik, media sosial 


ABSTRACT

ALBAR KADIR NIM: H.11.16.261 Title: Insult to the President through Social Media Viewed from the Perspective of Indonesian Criminal Law. Supervised by Mrs. Yeti S. Hasan as Advisor I and Mr. Ilham as Supervisor II.

The objectives of this study are: (1). To find out the form of insult or defamation against the President from the perspective of criminal law, (2). To find out the implications of the defamation or defamation rules against the President through social media.

This type of research uses normative legal research, namely legal research using a statutory approach.

The results of this study indicate that (1). Insulting or defaming the president is an act that violates the law, which is regulated in the Criminal Code. In the Criminal Code it is said that the insult to the president takes two forms, namely verbally or in writing which is done deliberately in public. (2) The implication of the rules of insulting or defamation against the president is that there are fewer cases of humiliation through social media, be it insults against state officials or fellow social media users.

Based on the results of the research, it can be recommended: (1) There is a need for socialization in efforts to prevent, educate, and act. against perpetrators of insulting or defaming the president through social media. (2) This criminal act should be punished with a more severe punishment than the threats listed in the above-mentioned Law and it is hoped that in carrying out the criminal process, the fulfillment of the elements in the articles does not take a long time.

Keywords: Insult, Defamation, social media
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Era globalisasi telah menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, predikat tersebut tentu didapatkan dengan melihat kemajuan masyarakat Inodesia di bidang informasi yang kian mampu bersaing dengan Negara lain bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu Negara berpengaruh besar terhadap perkembangan informasi dunia, besarnya jumlah penduduk serta luas wilayah merupakan modal besar yang di miliki Negara Indonesia. 
Perkembangan pada dunia informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini, pada kenyataannya berpengengaruh besar terhadap berbagai bidang lainnya pada suatu Negara, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik bahkan hukum serta bidang-bidang lainnya. Kemajuan di bidang informasi dan kumunikasi, pada dasarnya merupakan suatu akibat dari upaya pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang semakin dinamis, dengan kata lain dinamisasi yang terjadi dalam masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang bisa di dapatkan oleh masyarakat. Selain itu perkembangan teknologi informasi seperti facebook, tweeter, whatsapp, dan lain sebagainya serta ketersediaan jaringan internet yang semakin cepat menjadi ruang informasi yang mudah di jangkau oleh setiap kalangan dan lapisan masyarakat.  
Perkembangan dan kemajuan pada bidang informasi dan transaksi elektronik yang di dukung dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi informasi, secara tidak langsung membawa perubahan besar dalam tatanan social kemasyarakatan yang berimplikasi pada lahirnya perbuatan-perbuatan hukum yang baru dalam masyarakat. 
Kemajuan di dunia teknologi informasi sebagaimana yang terjadi saat ini tentu memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan umat manusia,termasuk dampak positif dan negative yang terus berjalan beriringan. Adapun dampak positif dari kemajuan teknologi saat ini diantaranya, pertumbuhan ekonomi yang semakin dinamis dan variatif seiring dengan ketersediaan informasi melalu media teknologi yang semakin canggi dan mutakhir, perubahan pola pendidikan, sistem kerja kantoran dan sebagainay, sedangkan di lain sisi kemajuan teknologi saat ini turut membuka lebar peluang bagi oknum-oknum yang memiliki niatan jahat, seperti pencurian dan manipulasi data, pembajakan, penyebaran berita bohong serta menjadi senjata politik jahat dalam melancarkan aksi seperti fitnah terhadap lawan politik guna memperoleh kepercayaan masyarakat, bahkan sampai pada kejahatan berat seperti spionase, ataupun pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi bagi kelompok-kelompok separatis pada suatu Negara.  
Adanya kemungkinan pemanfaatan teknologi informasi secara tidak benar merupakan tanggungjawab Negara untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi tersebut, terhadap dampak positif yang diahasilkan maka tentu Negara harus mampu memanfaatkan hal tersebut sebaik mungkin demi tercapainya cita Negara, demikian pula dengan potensi dampak negative yang bisa di timbulkan, Negara harus mampu membangun instrument hukum yang senantiasa memberikan rasa aman bagi setiap warga Negara  dalam menyongsong era teknologi seperti saat ini. Salah satu dampak negative yang mungkin terjadi dengan memafaatkan teknologi informasi ialah penghinaan terhadap lembaga ataupun pejabat Negara, salah satunya ialah penghinaan terhadap presiden sebagai pemegang kekuasan pemerintahan seringkali presiden mendapat protes dari masyarakat ataupun partai oposisi yang senantias melihat kebijakan pemerintah dari sisi yang berlawanan.
Dalam tertib hukum di Indonesia tindakan-tindakan yang menyerang nama baik sering di kaitkan dengan Penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang di muat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratur rupiah” 

Selain dalam pasal tersebut, ketentuan lebih lanjut di jelaskan dalam pasal

311 ayat (1) KUHP dengan mengatur ketentuan berikut:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dalam ketentuan pasal 311 Ayat (1) tersebut diatas di fokuskan pada pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis. 

Kemudian Penghinaan atau Pencemaran Nama baik yang dilakukan melalui dalam media sosial di atur secara khusus dalam Pasal 45 Ayat (3) yang mengatur ketentuan sebagai berikut :

 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
Secara historis maka dapat di lihat bahwa pengaturan hukum terkait pencemaran nama baik pada dasarnya bukanlah suatu hal yang baru melainkan telah ada jauh sebelum maraknya penggunaan media social, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam kitab undang-undanga hukum pidana dan secara khusus dalam ketentuan Undang-undang No 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 terkait informasi dan teransaksi elektronik. Meskipun demikian pada faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan bahkan terlibat dalam berbagai kejahatan, sperti pencemaran nama baik dengan menggunakan berbagai media yang tersedia seiring denga perkembangan teknologi, seperti tindakan pencenaran nama baik melalui media social. 
Sebagai salah satu contoh tindakan penghinaan melalui media social yang terjadi dewasa ini ialah tindakan penghinaan terhadap presiden baik selaku pejabat Negara maupun selaku pribadi.

Kejadian tersebut dilakukan melalui media social facebook dengan mengunggah gambar yang meyerupai foto presiden  Republik Indonesia bapak Joko Widodo , yeng terlebih dahulu di edit dengan tampilan yang tidak senonoh, dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak senang dengan terpilihnya Joko Widodo sebgai Presiden pada pemilihan presiden tahun 2004 silam. 

Tindakan penghinaan tersebut kemudian direspon dengan pelaporan kepada pihak kepolisian, meskipun pada akhirnya laporan tersebut di cabut kembali oleh presiden

Adapun penghunaan terhadap Presiden Joko Widodo tersebut mengandung pelecehan, maka pelaku dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 29 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga bagi pelaku tindak pidana penghinaan sekaligus pelecehan terhadap Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut pihak kepolisian menerapkan Pasal berlapis yaitu Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden. 

Dilihat dari sejarahnya penghinaan juga pernah terjadi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mrupakan presiden yang paling sering di hina) dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri, dilihat dari sering terjadinya kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden ini tapi hukuman bagi para pelaku tindak pidana penghinaan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pelaku penghina SBY hanya di beri nasihat saja dan kasusnya di hentikan, lalu pelaku penghina Ibu Megawati Soekarnoputri divonis hukuman 6 bulan penjara dan 12 Bulan masa percobaan dan kasus yang terbaru penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo bisa di maafkan dan kasusnya selesai, yang seharusnya berdasarkan KUHPidana atau berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik: 

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah)”. 

Dari terjadinya kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan kasus penghinaan terhadap peresiden lainnya yang pernah terjadi di Indonesia ini membuktikan adanya kesenjangan antara aturan yang telah dibuat dan penerapan hukumnya, kurang tegas penerapan hukum yang ada sehingga sering terjadi atau mudahnya seseorang saling menghina di media sosial dan banyak orang-orang tertentu yang menggunakan media sosial untuk kepentingan politik untuk saling menjatuhkan dan menjelekan satu sama lain, seperti munculnya kasus penghinaan presiden Joko Widodo ini akibat panasnya persaingan pemilihan Presiden kemarin dan karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana atau sesuatu yang dilarang oleh hukum. 

Dengan demikian dari kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden Joko Widodo dan kasus-kasus penghinaan presiden yang pernah terjadi di Indonesia penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan analisa lebih dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penghina presiden Joko Widodo dan kasus penghinaan presiden yang lain atas perbuatannnya apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan KUHPidana serta melihat bagaimana kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden jika di lihat dari sudut pandang kriminologi karena dengan kriminologi kita dapat mengetahui sebab-sebab si pelaku melakukan perbuatan kejahatannya tersebut, lalu atas dasar apa si pelaku melakukan perbuatannya dan aturan-aturan hukum yang layak di terapkan, serta penerapan teori-teori Kriminologi yang berkaitan dengan kasus tersebut dan bagimana upaya-upaya pemerintah kedepannya dalam pencegahan tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap presiden melalui media sosial, agar hal-hal seperti itu tidak dapat terulang kembali. Dengan adanya uraian seperti diatas ini maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul : “Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik terhadap Presiden Melalui Media Sosial Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah implikasi dari aturan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden melalui media sosial ?
1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui implikasi dari aturan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden melalui media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis 
Penulisan ini dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dalam hal pengangan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penjelasan Umum tentang Penghinaan atau Pencemaran  Nama Baik
2.1.1. Pengertian Penghinaan 

Penghinaan berasal dari kata “hina”. Pengertian penghinaan dalam kamus hukum adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak. 

Penghinaan menurut pengertian umum adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari serangan ini biasanya si penderita akan merasa malu. Yang dimaksud dalam menyerang kehormatan disini bukanlah menyerang kehormatan seksual. tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik.

Perbuatan yang menyangkut kehormatan dalam bidang seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi tergolong dalam kejahatan terhadap “kesusilaan”. yang tersebut dalam Pasal 281 s/d 303 KUHP.

2.1.2. Macam – macam penghinaan 
A. Penghinaan Umum 
Ada beberapa macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, ialah: 

a. 
Pencemaran/Penistaan lisan
Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (smaad) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi: 

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-”.
Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

1) Dengan sengaja 

2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain 

3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan 

4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. 

Adapun menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur Pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut: 

· Unsur Subjektif: Sengaja dan Maksud

Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (opzettelijk) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Maka unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini: 

1) Perbuatan menyerang 

2) Objek: kehormatan atau nama baik orang 

3) Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. 

Sementara unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui umum.
· Perbuatan menyerang 

Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. 

·  Objek: Kehormatan dan nama baik orang

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.

· Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu. 
Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

b. 
Pencemaran/Penistaan tertulis 

Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran/penistaan tertulis berbunyi: 

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” 

Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut: 

i. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1) 
ii. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui : (a) tulisan atau (b) gambar. 

iii. Yang disiarkan 

iv. Yang dipertunjukkan dan atau 

v. Yang ditempelkan 

Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.
Hukum pidana mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI, Pasal 310 sampai Pasal 321, di antaranya adalah:

(1) Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran menyebutkan: 

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

(2) Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis menyebutkan: 

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

c. Fitnah 

Kejahatan Fitnah telah dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah menyebutkan: 

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

d. Penghinaan Ringan

Bentuk Penghinaan Ringan ada dalam pasal 315 KUHP Pidana yang berbunyi :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

e. Pengaduan Fitnah 

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 KUHPidana Pasal 317 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

(1) “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,”

(2)  Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No, 1-3 dapat dijatuhkan.

F. Penghinaan mengenai orang yang meninggal 

Kejahatan Penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) macam yaitu:

1)
Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1). Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis. 

2)
Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tuliskan atau gambar dimuka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1) 

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam)”.
 Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “…pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,”

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :

a.) Penghinaan materiil 

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b.) Penghinaan formil 

Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, ialah terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh sebab itu pencemaran dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan

B. Penghinaan Khusus

Bentuk- bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II dapat disebut dengan penghinaan umum, yang mengandung sifat yang lain dari penghinaan yang diatur di luarnya yang dapat disebut dengan penghinaan khusus. Disebut dengan penghinaan umum, karena terdapat dua alasan:

a. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut dimuat dalam satu bab yakni Bab XVI Buku II. Karena dimuat dalam satu bab maka semua bentuk kejahatan yang dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat dan ciri yang sama.

b. Sifat dan ciri yang sama ini ialah bahwa semua bentuk penghinaan di dalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau bersifat individu. Rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik orang yang menjadi objek penghinaan umum adalah pribadi-pribadi tertentu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pula yang berhak mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam penghinaan (orang yang terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat pribadi dari kejahatan penghinaan ini sangat menonjol.

Sementara, itu, tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus yang terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke dalam bab yang berbeda-beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana. Oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di lur Bab XVI inilah, maka tidak salah disebut sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk penghinaan khusus tertentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat pada objek penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau “perasaan harga diri” atau “martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”.

Adapun perbedaan lain, ialah penghinaan umum hanya dapat dilakukan pada objek orang semata. Tetapi, pada penghinaan khusus, ada bentuk penghinaan yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya pemerintah RI (Pasal 154 KUHP), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHP), bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan lambang negara (Pasal 142a dan Pasal 154a KUHP).

Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:

1).
Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2).
Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP).

3).
Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 KUHP).

4).
Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP).

5).
Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a).

6).
Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, 155 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7).
Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP).

8).
Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan 208 KUHP).

9).
Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu: 

10). 
Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a). 

11). 
Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP). 

12). 
Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP). 

2.2. Presiden atau Kepala Negara

2.2.1. Presiden
Kata presiden berasal atas Bahasa latin. Dalam Bahasa latin presiden juga berasal dari 2 kata yakni pre dan sedere. Pre berarti yang sebelum atau sedere berarti menduduki. Jika kita ditinjau dari arti katanya makan presiden juga berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini akan merujuk pada makna duduk yang juga berarti lebih luas yakni jabatan. Presiden adalah suatu nama jabatan resmi yang sering digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, maupun pimpinan suatu negara. Pada umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua.

Namun kata istilah ini secara keseluruhan dapat terus berkembang menjadi istilah yang akan tujukan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun jabatan eksklusif. Secara lebih baiknya. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan suatu nama kepala Negara suatu negara yang menganut pemerintahan yang akan berbentuk Republik, baik dipilih secara langsung ataupun tak langsung.

Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

2.2.2. Tugas Presiden
Sebagai kepala negara, Presiden harus memiliki tugas-tugas penting yang harus dilakukankanya selaku kepala negara. Dalam peraturan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang tercantum bahwa tugas presiden sebagai kepala negara. 

Tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:
· Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1)

· Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2)

· Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2)

· Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18B Ayat 1)

· Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (Pasal 18B Ayat 2)

· Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (Pasal 20 Ayat 4)

· Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 23 Ayat 2)

· Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F Ayat 1)

· Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden (Pasal 24A Ayat 3)

· Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B Ayat 3)

· Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C Ayat 3)

· Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I Ayat 4)

· Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 Ayat 2)

· Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 Ayat 3)

· Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 Ayat 5)

Dalam menjalankan Tugas – tugas diatas presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
2.2.3. Wewenang Presiden

Wewenang Presiden sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah: 

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 Ayat 1)

2. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1)

3. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 Ayat 2)

4. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12)

5. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1)

6. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2)

7. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)

8. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16)

9. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 Ayat 1)

10. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 Ayat 2)

11. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3)

2.2.4. Hak dan Kewajiban Presiden

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 )

2. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri ( pasal 17 ayat 2 )

3. Menetapkan peraturan pemerintahan ( Pasal 5 ayat 2 )

4. Membuat perjanjian internasional lainnya, dengan persetujuan DPR ( pasal 11 ayat 2 )

5. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU ( Pasal 10 )

6. Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA ( Pasal 14 ayat 1 )

7. Menyatakan keadaan bahaya ( Pasal 12 ) Mengangkat duta dan konsul ( Pasal 13 ayat 1 ).

8. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 2 )

9. Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 13 ayat 3 )

10. Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ( Pasal 9 ayat 1 )

11. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( Pasal 14 ayat 2 )

12. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR ( Pasal 11 ayat 1 )

13. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU ( pasal 15 )

14. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden ( Pasal 16 )

15. Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 )

2.3. Media Sosial

2.3.1. Media

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kata media berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti “perantara” atau “pengantar”, yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver). Jadi, dalam pengertian yang lain, media adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.

Banyak Ahli dan juga Organisasi yang memberikan pengertian tentang media, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

· Menurut Syaiful Bahri Djamarah: Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan.

· Menurut Schram : Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.

· Menurut National Education Asociation (NEA): Media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya.

· Menurut Briggs : Media adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar.

· Asociation of Education Comunication Technology (AECT): Media adalah segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan.

· Menurut Gagne: Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.

· Menurut Miarso: Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar.

A. Jenis Jenis Media

· Media Visual: media visual adalah media yang bisa dilihat, dibaca dan diraba. Media ini mengandalkan indra penglihatan dan peraba. Berbagai jenis media ini sangat mudah untuk didapatkan. Contoh media yang sangat banyak dan mudah untuk didapatkan maupun dibuat sendiri. Contoh: media foto, gambar, komik, gambar tempel, poster, majalah, buku, miniatur, alat peraga dan sebagainya.

· Media Audio: media audio adalah media yang bisa didengar saja, menggunakan indra telinga sebagai salurannya. Contohnya: suara, musik dan lagu, alat musik, siaran radio dan kaset suara atau CD dan sebagainya.

· Media Audio Visual: media audio visual adalah media yang bisa didengar dan dilihat secara bersamaan. Media ini menggerakkan indra pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Contohnya: media drama, pementasan, film, televisi dan media yang sekarang menjamur, yaitu VCD. Internet termasuk dalam bentuk media audio visual, tetapi lebih lengkap dan menyatukan semua jenis format media, disebut Multimedia karena berbagai format ada dalam internet.

B.  Media Komunikasi

Media komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Media sangat dominan dalam berkomunikasi ialah pancaindra manunsia seperti mata, dan telinga.

Media juga adalah jendela yang memungkinkan semua orang dapat melihat lingkungan yang lebih jauh, untuk penafsir yang membantu memahami pengalaman, untuk landasan penyampai informasi, sebagai komunikasi interaksi yang merupakan opini audiens, sebagai penanda pemberi petunjuk atau intruksi, sebagai filter atau penbagi fokus dan pengalaman terhadap orang lain, cermin yang merefleksikan diri kita serta penghalang yang menutupi kebenaran.

a. Pengertian media komunikasi menurut para ahli
Berikut ini definisi media komunikasi menurut sudut pandang para ahli :

1. Nurhayati

Media komunikasi memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru atau dosen harus mampu mengidentifikasi media-media yang dibutuhkan sebelum memulai proses pembelajaran. Perawat gigi dalam memberikan upaya promotif berupa penyuluhan dapat disetarakan dengan seorang guru atau dosen yang mengajar dikelas. Dengan demikian perawat gigi hendaknya memahami seni mengelola kelas selama komunikasi dalam penyuluhan.

2. Badusah, dkk

Media adalah suatu kaedah atau perantara berkomunikasi yang berhubungan antara satu sama lain seperti menggunakan kabar, berita dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ia merupakan perantaraan yang menghubungkan maklumat dan tujuan pengajaran guru dengan penerima yaitu pelajar yang akan memproses perantaraan itu, dan jika sesuai dapat diterima oleh pelajar dengan berkesan.

b. Fungsi Media Komunikasi

· Fungsi produksi

Media komunikasi sangant bermanfaat suapaya menghasilkan suatu informasi.

· Fungsi reproduksi
Media komunikasi bermanfaat agar bisa memperoduksi ulang serta menggandakan sebuah informasi.
· Fungsi penyampai informasi
Media komunikasi memiliki fungsi agar bisa menkomunikasikan serta menyebarluaskan pesan terhadap komunikan sebagai sasaran informasi.

· Fungsi Media Komunikasi, Menurut Marshall Mc Luhan 

· Efektifitas
Media komunikasi akan membuatmudah serta kelancaran dalam menyampaikan sebuah informasi.
·   Efisiensi
Media komunikasi akan mempercepat penyampaian didalam sebuah informasi.

· Konkrit

Media komunikasi akan membantu mempercepat isi informasi atau pesan yang mempunyai sifat abstrak.

· Motivatif

Media komunikasi akan lebih memberikan sebuah informasi yang bisa dipertanggung jawabkan.

· Fungsi media Komunikasi, Menurut Burgon Dan Huffner
· Efisiensi penyebaran informasi

Penghambatan dalam sisi biaya, pemikiran, tenaga serta waktu.

· Memperkuat eksistensi informasi

Media komunikasi yang hi-tech bisa membuat informasi atau juga pesan yang lebih berkesan kepada komunikan.

· Menghibur

Media komunikasi bisa menyenangkan serta lebih menarik untuk audiens.

· Kontrol Sosial

Media komunikasi untuk sebuah pengawasan dalam kebijakan sosial.

2.3.2. Sosial 

Pengertian sosial secara umum sangatlah luas. Kita sering mendengar kata sosial dalam kehidupan bermasyarakat, apakah sosial itu ?. Dalam kehidupan sosial, manusia terus berkembang dalam lingkungan masyarakat yang berkelompok, lingkungan pergaulan, dari mulai pertemanan, persahabatan, ikatan sebuah kekerabatan, sampai kepada persaudaraan. Selain dalam kehidupan berkelompok, sosial juga berkembang dalam sebuah organisasi. Organisasi adalah suatu pranata yang mengumpulkan anggota-anggota dari masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kemudian diarahkan untuk dapat mempunyai kesamaan presepsi, pemikiran, bahkan juga visi-misi. Dengan berorganisasi membuat seseorang yang tergabung di dalamnya mempunyai hasrat kepemilikan berorganisasi yang tinggi.

Banyak para ahli mengemukan pendapat mereka mengenai sosial. Berikut ini adalah pengertian dari berbagai macam sumber.

a. Pengertian Sosial Menurut Para Ahli

· Menurut Keith Jacobs

Keith Jacobs mengemukakan Pengertian sosial secara umum adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas.

· Menurut Philip Wexler

Philip Wexler berpendapat menyatakan bahwa sosial adalah sifat dasar dari setiap individu manusia.

· Menurut Lewis

Menurut Lewis, arti kata sosial merupakan sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga suatu negara dengan pemerintahannya.

· Menurut Enda M.C.

Menurut ENda M.C bahwa arti kata sosial adalah suatu cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan satu sama lain.

· Menurut Ruth Aylett

Arti dan makna kata sosial menurut Ruth Aylett adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan namun tetap inheren dan terintegrasi.

· Menurut Peter Herman

Menurut Peter Herman, sosial merupakan sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan.

· Menurut Engine Fahri I.

Jika menurut Engine Fahri arti dari kata sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan walaupun masih tetap ada perdebatan tentang pola berhubungan bagi para individu tersebut.

· Menurut Paul Ernest

Sementara Paul Ernest memiliki pendapat bahwa arti kata sosial adalah sejumlah manusia secara individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama.
· Menurut Lena Dominelli

Lena Dominelli mengartikan kata sosial adalah bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan sebuah pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh didalamnya.

b. Unsur-Unsur Sosial

Berikut ini adalah unsur-unsur sosial yang menjadi karakteristik sosial itu sendiri.

· Kelompok sosial

Pengertian kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dalam suatu kelompok. Kelompok sosial diciptakan oleh anggota masyarakat dan dapat memengaruhi perilaku para anggotanya. Beberapa ciri-ciri kelompok sosial adalah adanya hubungan timbal balik antar anggotanya.
· Kebudayaan

Pengertian kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu memiliki sifat abstrak. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat.
· Lembaga sosial

Pengertian lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarkakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Adapun ciri-ciri lembaga sosial antara lain memiliki tujuan tertentu, memiliki tata tertib, mempunyai ideologi serta memiliki logo dan simbol tertentu.
· Stratifikasi sosial

Pengertian stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau secara bertingkat. Sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur.
· Kekuasaan dan kewenangan

Kekuasaan adalah Kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

2.3.3. Media Sosial

Media sosial (sering disalah tuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".

2.4. Kerangka Pikir









2.5. Definisi Operasional
1. Penghinaan adalah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada seseorang yang dilakukan secara langsung atau secara tertulis.
2. Pencemaran nama baik adalah perbuatan membagikan aib seseorang kepada orang lain dengan maksud membuat seseorang itu malu atau tercemar namanya.
3. Presiden adalah kepala Negara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.

4. Media sosial adalah wadah untuk orang-orang dalam berbagi berita atau wadah untuk mempromosikan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau golongan.

5. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang batas-batas seseorang agar tidak melakukan kejahatan dan pelanggaran, juga hukum yang mengatur tentang akibat dari kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan

6. Prefentif adalah upaya pencegahan agar sesuatu tidak terjadi.

7. Edukatif adalah pembelajaran tentang baik buruknya sesuatu

8. Represif adalah pinindakan atau jalan yang di ambil ketika sesuatu terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian
Untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian hukum (normative) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach)

Pendekatan perundang-undangan yakni dengan menelaah semua peraturan yang mengatur masalah yang terkait dengan tindak pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan media sosial dan batas-batas dalam menggunakan media sosial. 
3.2. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disebut juga data teoritis dan bersifat tidak langsung diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), referensi-referensi teoritis, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin dari berbagai pakar hukum.
3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya hasil – hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, jurnal dan doktrin. 

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun pelajaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus, ensiklopedia dan internet.

3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian berupa data sekunder yang berupa perundang-undangan, artikel, buku, yang menelaah tentang penghinaan atau pencemaran nama baik presiden melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penghinaan atau pencemaran nama baik Presiden dalam perspektif hukum pidana
Menurut hukum positif penghinaan terhadap kepala Negara telah diatur dalam Undang - Undang KUHP pasal 134, 136 bis, dan pasal 137 KUHP. Namun Mahkamah Konsitusi telah menghapus pasal-pasal tersebut karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak memiliki kepastian hukum serta dianggap dapat menjerat orang yang mungkin tidak bermaksud untuk menghina presiden. Dalam masalah ini Mahkamah Konstitusi telah mengganti pasal-pasal tersebut dengan pasal 207 dan 208 KUHP yang dianggap lebih ringan hukumannya.

Berikut adalah pasal KUHP yang dihapus dan yang diganti tentang penghinaan terhadap Presiden.

1.) Pasal 134 berbunyi : 
“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2.) Pasal 136 bis berbunyi : 
“Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 tersebut mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 315, jika hal itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku dimuka umum, maupun tidak dimuka umum dengan lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung karenanya.”

3.) Dan yang terakhir adalah pasal 137 KUHP yang berbunyi : ayat (1)

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan  di  muka  umum  tulisan  atau  lukisan  yang  berisi penghinan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Ayat (2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

Pasal tersebut di atas diganti dengan pasal sebagai berikut :

Pasal 207  yang berbunyi :

Ayat (1) :
(a). Memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggaI, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. (b). Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. 
Ayat (2) : (a). Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. (b). Dalam buku register dimuat nama Iengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. 

Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden dalam hukum pidana Indonesia termasuk dalam penghinaan umum yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan presiden dengan maksud mencemarkan nama baiknya presiden.

Penghinaan atau pencemaran nama baik di atur dalam KUHP Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran/penistaan tertulis berbunyi : 

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” 

Serta terdapat pula pada Pasal 207 KUHP yang berbunyi : 
“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah.”
Dari uraian Pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penghinaan terhadap Presiden menurut Hukum Pidana ada 2 (dua) bentuk, yakni secara lisan maupun tulisan yang dengan sengaja dilakukan di hadapan umum.

Menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda KUHP, tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP, kecuali Pasal 303 ayatt (1) dan (2) KUHP dan Pasal 303bis ayat (1) dan (2) KUHP, dilipatgandakan menjadi seribu kali sehingga denda Pasal 207 KUHP maksimum menjadi Rp. 4.500.000

Patut diperhatikan bahwa dalam pertimbangan pada putusan MK 013-022/2006, Mahkamah Konstitusi menguraikan bahwa Pasal 207 KUHP, dalam hal penghinaan, ditujukan kepada Presiden dan/atau wakil presiden selaku pejabat dan menurut pertimbangan MK, penuntutan terhadapnya seharusnya dilakukan atas dasar pengaduan.

4.2.
Implikasi Aturan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Presiden  Melalui Media Sosial
Penghinaan atau pencemaran nama baik di atur dalam KUHP Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi: 

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-”.

Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran/penistaan tertulis berbunyi : 

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” 

Dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perbuatan Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial di atur dalam Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi :
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
Dari pasal diatas pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik presiden dapat dipidana apabila memenuhi unsur :
A. Pasal 310 ayat (1) sebagai berikut :

1. Dengan sengaja 

“Dengan sengaja” adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan  menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan).

2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain 

Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.
Sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.
B. Unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. Tulisan atau gambar

Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau  menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi misalnya: kertas, papan, kain dan lain-lain.

Gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan misalnya  pensil, kuas dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju).
2. Disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum

Disiarkan (verspreiden), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diperbanyak, lalu disebarkan dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum).

Oleh sebab itu verspreiden dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum.

Dipertunjukkan (ten toon gesteld) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina  kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung. Misalnya memasang spanduk yang isinya bersifat menghina di atas sebuah jalan raya, dilakukan pada saat malam hari yang ketika itu tidak ada seorangpun yang melihatnya.

Sedangkan ditempelkan (aanslaan), maksudnya  ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda  lain yang sifatnya dapat ditempeli, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.

C. Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 pasal 45 ayat (4) yaitu :

Penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.

- 
Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- 
Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
-
Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
-  Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
-  Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada: 

· Elektronik konsumen, alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari;

· Media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal radio, televisi, dan film.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah 
“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’ dari Informasi Elektronik. 
Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3.
Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

· Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
· Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. 

· Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

· Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menurut hemat penulis, dengan adanya payung hukum tentang penghinaan atau pencemaran nama baik Presiden selaku kepala Negara secara lisan maupun melalui media social, bukan berarti hal ini menekan kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Namun lebih kepada memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengritik dan menghina adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Dengan adanya landasan hukum ini pula, membuat masyarakat lebih bisa menahan diri dalam mengutarakan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah penghinaan, hal ini dilihat dengan data jumlah kasus penghinaan terhadap Presiden berkurang disetiap tahunnya. Pada 2017 ada 5 kasus, pada tahun 2018 ada 4 kasus kemudian pada tahun 2019 ada 1 kasus saja.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada KUHP dikatakan bahwa penghinaan trehadap presiden tersebut ada 2 bentuk yakni secara lisan maupun tertulis yang dilakukan dengan sengaja dihadapan umum.
2. Implikasi dari aturan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden yaitu berkurangnya kasus-kasus penghinaan melalui media sosial, baik itu penghinaan terhadap pejabat negara maupun sesama masyarakat pengguna media sosial.

5.2. Saran
1. Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden baik melalui media sosial atau secara langsung merupakan perbuatan yang sangat fatal, akibat dari perbuatan pidana ini seharusnya ditindak dengan pidana yang lebih berat dari ancaman yang tercantum dalam Undang-undang tersebut diatas.
2. Karena dengan banyaknya unsur yang harus dipenuhi dalam menyatakan pelaku bersalah dan juga beban hukuman tidak terlalu berat. Sehingganya suatu kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang sudah diketahui oleh banyak orang dianggap tidak dipidana karena proses yang lama. Maka diharapkan agar dalam menjalankan proses pemidanaan, pemenuhan unsur dalam pasal-pasal tidak memakan waktu yang cukup lama lagi.
3. Perlu adanya sosialisai dalam upaya pencegahan, pendidikan, Penindakan. Terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden melalui media social.
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